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ABSTRAK

Pemalsuan Kartu Kreluarga salah satu dari pemalsuan surat. Kartu keluarga
merupakan bagian dari dokumen atau data kependudukan. Pengertian data
kependudukan menurut Pasal 1 point 9 Undang-Undnag No.24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan
adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari
kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

._ Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian
- hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang
.~ terdapat dalam peraturan perundang-undangan
f" Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban
. Pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan data dalam Kartu keluarga
 berdasarkan Kitab Undanng-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Pasal 263 KUHP
- dan apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data kartu keluarga
~ Simpulan, Adapun sanksi pidana terhadap pemalsu data keluarga diatur dalam
isal 263 KUHP, selain itu sanksi pidana terhadap pemalsu data keluarga juga
atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pasal 93,Pasal 94 dan
96 A Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan faktor penyebab
'Q-..'*-* tindak pidana pemalsuan data kartu keluarga antara lain kummya
: masyarakat untuk mengetahui hukum, permintaan yang tinggi,hukum:
magan bagi pelakunya, kemajuan teknologi, pemahaman agama m
Admmlstrasl Kependudukan dan adanya pahnngmm 1y
da penegak hukum adanya sanksi yang pelaku
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Sanksi pidana terhadap pemg

" Su data keluarga juga diatur dalam
m ndang Nomor 23 Tahun 2006 T

E 3 entang Pasal 93,Pasal 94 dan Pasal
_» 96 A Undang-Undang Administrasi Kependudukan

- Pasal 93 berbunyi :
- Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau

kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara

.
~ paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

' Pasal 94 berbunyi :

~ Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau
kan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data

uduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana

f p]mg lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

).000,00 (tujuh puluh Jima juta rupiah).
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Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hukum

a
p. Faktor permintaan yang tinggi.
Hukuman yang sangat ringan bagi pelakunya.

o

Faktor kemajuan teknologi

o

¢ Pemahaman agama yang kurang
f Lemahnya Administrasi Kependudukan

Adanya peluang atau kesempatan

Garan — saran
| Dalam rangka menanggulangi maraknyd pe
untuk tidak hanya memberikan pengetahuan

redaran data keluarga palst,
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